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                          ABSTRAK

Pasal   1   angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan :“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat   Akta    Otentik    dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”, termasuk mengesahkan Surat Dibawah Tangan berdasarkan Pasal 15   ayat  (2)  UUJN  menyebutkan  bahwa selain kewenangan     pokok     dalam    membuat akta autentik tersebut dalam ayat (1) huruf a:      “mengesahkan       tanda      tangan       dan    menetapkan    kepastian  tanggal Surat    di  bawah     tangan       dengan      mendaftar    dalam buku khusus”. 

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dengan pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan  terhadap Bahan Hukum  Primer,Sekunder dan Tersier.

[bookmark: _Hlk211678626]Hasil dari penelitian Akibat Hukum karena adanya wanprestasi terhadap Surat dibawah tangan yang disahkan oleh Notaris  adalah :Akibat hukum mengacu pada perjanjiannya : 1.  Debitur diwajibkan membayar ganti keryang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdata). 2. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUH Perdata)3. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata) dan  Tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris adalah mengenai kepastian pada saat penandatanganan artinya adanya kepastian atas akibat hukum akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan itu memang bener semua pihak hadir dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah di bacakan oleh Notaris, bukan ada pihak lain karena semua di lakukan di hadapan Notaris. Sehingga tidak ada pengingkaran di kemudian hari.  Notaris yang melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak yang melakukan perbuatan pelanggar hukum dan menyebabkan orang lain mengalami kerugian maka notaris dapat dikenai sanksi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 84 UUJN yang menyatakan yaitu dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Ganti rugi yang dimaksud diatur didalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kata Kunci : Akta Di bawah Tangan, Legalisasi, Wanprestasi, Perjanjian.








                                                      ABSTRACT

Article 1, number 1 of Law No. 2 of 2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public states: "A Notary Public is a Public Official authorized to make Authentic Deeds and has other authorities as referred to in this Law," including validating Private Letters. According to Article 15 paragraph (2) of the UUJN, in addition to the main authority to make authentic deeds as stated in paragraph (1) letter a, he also has the authority to: "validate signatures and determine the certainty of the date of Private Letters by registering them in a special book."
the main authority in making authentic deeds as stated in paragraph (1) letter a: "validating signatures and determining the certainty of the date of Private Letters by registering them in a special book".

The research method used by the author is a normative juridical approach with data collection through literature studies of primary, secondary and tertiary legal materials.

The results of the research on the Legal Consequences due to the breach of contract against the underhand deed legalized by a Notary are: Legal consequences refer to the agreement: 1. The debtor is required to pay compensation for the damage suffered by the creditor (Article 1234 of the Civil Code). 2. The creditor can demand cancellation/cancellation of the agreement through a judge (Article 1266 of the Civil Code) 3. The debtor is required to fulfill the agreement if it can still be done, or cancellation accompanied by payment of compensation (Article 1267 of the Civil Code) and Responsibility for the truth of the underhand deed legalized by a Notary is regarding certainty at the time of signing, meaning there is certainty of the legal consequences of the underhand deed stating that the signature is indeed true, all parties are present and know the contents of the agreement because it has been read by the Notary, not any other party because everything is done before the Notary. So there is no denial in the future. A notary who makes a mistake, whether intentionally or not, who commits an unlawful act and causes another person to suffer a loss, can be subject to sanctions as regulated in Article 84 of the UUJN, which states that this can be a reason for the party suffering the loss to demand reimbursement of costs, damages, and interest from the notary. The compensation referred to is regulated in Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: Private Deed, Legalization, Default, Agreement.





 
                                                                               RINGKESAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris nétélakeun: “Notaris nyaéta Pejabat Publik anu berwenang nyieun Akta Otentik sarta ngabogaan wewenang séjénna sakumaha dimaksud dina Undang-Undang ieu”, diantarana ngasahkeun kawenangan Surat Pribadi dumasar kana Pasal 15 ayat (2) nu nyebutkeun yén dina UUJT dina Pasal 15 ayat (2) nyaéta yén Notaris. akta saperti dina ayat (1) huruf a: “memvalidasi tanda tangan jeung nangtukeun katangtuan tanggal Surat Pribadi ku cara ngadaptarkeunana dina buku husus”.

Métode panalungtikan anu digunakeun ku pangarang nyaéta pendekatan yuridis normatif kalayan ngumpulkeun data ngaliwatan studi pustaka bahan hukum primér, sekundér jeung tersiér.

Hasil dari penelitian Akibat Hukum karena adanya wanprestasi terhadap Surat dibawah tangan yang disahkan oleh Notaris  adalah :Akibat hukum mengacu pada perjanjiannya : 1.  Debitur diwajibkan membayar ganti keryang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdata). 2. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUH Perdata)3. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata) dan  Tanggungjawab atas kebenaran akta di bawah tangan yang disahkan oleh Notaris adalah mengenai kepastian pada saat penandatanganan artinya adanya kepastian atas akibat hukum akta di bawah tangan yang menyatakan bahwa tanda tangan itu memang bener semua pihak hadir dan mengetahui isi dalam perjanjian tersebut karena sudah di bacakan oleh Notaris, bukan ada pihak lain karena semua di lakukan di hadapan Notaris. Sehingga tidak ada pengingkaran di kemudian hari.  Notaris yang melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak yang melakukan perbuatan pelanggar hukum dan menyebabkan orang lain mengalami kerugian maka notaris dapat dikenai sanksi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 84 UUJN yang menyatakan yaitu dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Ganti rugi yang dimaksud diatur didalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kata Konci: akta di handapeun leungeun, legalisisasi, teu nyumponan janji, pasini.
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